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KOMISI PEMIUHAN UMUM

KABUPATEN NAGEKEO

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NAGEKEO

NOMOR32 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGONTROLAN

INTERNAL KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO,

Menimbang a. bahwa dalam rangka menciptakan lingkungan keq'a yang

aman, tertib dan kondusif dalam pelayanan pubtik di

Lingkungan Kantor Komisi Pemilhan Umum Kabupaten

Nagekeo, serta meningkatkan pengendalian terhadap

keamanan perlu disusun Standar Operasional Prosedur

Pengontrolan Internal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Nagekeo;

bahwa untuk melaksanakan Surat Edaran Sekretaris

Jendral Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengamanan

serta Kewajiban Satuan Pengamanan (Jagat Saksana)

dalam melaksanakan tugas pada sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan

Aceh, dan sekretariat Komisi Pemilihan Umum/ Komisi

Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Standar

Operasional Prosedur Pengontrolan Intemal Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo;
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Mengingat : 1

-2-

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2Ol7 tentang Pemilihan

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2Ol7 tentang Pemilihan Umum Menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6863);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor B Tahun 2019

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupatenf Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2Ol9 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2079

tentang Tata Keda Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 377);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2O2O

tentang T\rgas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata

Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum KabupatenlKota

(Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2O2O Nomor

L2361sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 2l Tahun 2023 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Republik lndonesia Nomor 14 Tahun 2O2O tentang Tugas,

Fungsi, dan Susunan, Organisasi dan Tata Kerja

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi
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Menetapkan

KEDUA
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Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara

Republik lndonesia Tahun 2023 Nomor 826);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2O2l

tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8

Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata

Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2021 Nomor 1505);

5. Surat Edaran Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum

Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Serta

Kewajiban Satuan Pengamanan Dalam Melaksanakan

Tlrgas Pada Sekretariat Jendral KPU, Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Provinsi/KlP Aceh dan Sekretariat

Komisi Pemilihan Umum /KIP Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NAGEKEO TENTANG PENETAPAN STANDAR

OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGONTROLAN INTERNAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO.

Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengontrolan

Internal pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo,

sebagaimana tercantum dalam l,ampiran Keputusan yang

merupakan bagran tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KESATU sebagai pedoman dalam melakukan

Pengontrolan Internal pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Nagekeo;

KESATU
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KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Mbay
pada tanggal : 2l Mei 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO,

Ttd

FITALIS LADO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO

Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Partisipasi dan Hubungan
t

s Diba Karo
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO
NOMOR 32 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
(SOP) PENGONTROLAN INTERNAL KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN NAGEKEO

koM ,s,

STAITDAR OPERASIONAL PROSEDUR

KOMISI PEUILIIIAN IIUIIM I(ABI'PATEN NAGEKEO
TENTANG

PENGOITTROLAN INTERNAL
KOMISI PEMILIIIAIT I'I|ITIM KABI'PATEN NAGEITEIO

2oi26

KOUISI PEMILIHAIT T'MI'U KABI'PATEIT I{AGEXEO

.,ALA.![ DEWI SARTII(A, KELI'RAIIAIII DIIIYGA, ITECA}IATA!5 AESESA

Emall: nagekeokpuS@mall.com
IIABT'PATEIT I|AGEKEO
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KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NAGEKEO

NOMOR SOP : 32 TAHUN 2026
TANGGAL 2r MEr 2026
TANGGAI- REVISI
TANGGAL EFEKTIF
DISAHKAN OLEH Sekretaris Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Nagekeo,

Ttd

Fitalis Lado
NtP 197)r)7152o,o7r)1 1 0)1

NAMA SOP
: Pengontrolan Internal Kantor KPU

Kabupaten Nagekeo
A. DASAR HUKUM D. KUALIFIKASI PELAKSANAAN

1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Petnilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O17

Nomor L82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 61O9) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2O22 tentarrg Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O23 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6863);

1 Mengetahui langftah-lang[ah pemeriksaan keamanan
2 Memiliki keahlian penggunaan alat-alat keamanan

3 Memiliki kqmarnpuan pengolahan data sederhana

2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2O19

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilih6ll Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Komisi Pernilihan Umum Nomor

12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2O19 tentang
Tata Keqia Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi, dan Komisi Pernilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2O23 Nomor 377);

3 Peraturan Komisi Pernilihan Umum Nomor 14 Ta}rr::r 2O2O

tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata

Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan IJmum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Sekretariat Komisi Pemiliheur Umum Kabupaten/Kota.
$sSagaimana setelah dirubah dengan Peraturan Kornisi

Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Tugas,

Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal Komisi Pemilihan [Jmum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi
Pemithan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
lndonesia Tahun 2O23 Nomor 826);

4 Peraturan Komisi Pernilihan Umum Nomor 2 Tahttrr 2A2l
tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota. SebegFimana setelah dirubah
dengan Peraturan Komisi Petnilihan Umum Nomor 8

Tahun 2O2l tentang ata Naskah Dinas Komisi Petnilihan
(Jmum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
IndonesiaTahun 2O2 1 Nomor 1505);

5 Surat Edaran Sekretaris Jendral KPU Nomor 2 Tahun
2023 tentang Pelaksanaan Serta Kewajiban Satuan
Penga:nanan Dalatn Melaksanakan Tugas Pada Sekretariat
Jendral KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KlP Aceh dan
Sekretariat KPU/ KIP Kabupaten / Kota.

B. KE*IERKAITAN E. PERALATAN
SOP Penanganan Masalah L Handg Talkie

2 Tongkat'T"
3 Borgol

4 Senter
5 Alat Dokumentasi
6 Aplikasi SIPADA

C. PERINGATAN F. PENCATATAN DAN PENDATAAN
Pengontrolan wajib dilaksanakan setiap 2 jam oleh anggota
pengamanan yang sedang bertugas

1 Laporan pada buku mutasi per 2 jern setiap hari

2 Mencatat setiap kejadian pada buku saku

3 Laooran oada aolikasi SIPADA
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STANDAR OPERASTONAL PROSEDUR (SOpl
PENGONTROLAN I1TTERNAL KPU KABUPATEN NAGEKEO

NO KEGIATAN

PELAKSANA MUTU BAKU

KETERANGANKASUBBAG
KEUANGAN UMUM

DAN LOGISTIK

ANGGOTA JAGAT
SAKSANA

KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT

1 Memeriksa dan memastikan AC yang
belum dimatikan, ruangan dalam
keadaan bersih, mematikan lampu-
lampu yang sudah tidak
dipergunakan, matikan keran air
yang belum ditutup, jendela dan
pintu ruangan sudah terkunci.

I Handg Talkie

2 Tongkat "T"

3 Borgol

4 Senter

- Alat
" dok,r*entasi

30 menit Dokumentasi
Kontrol di semua

ruangan

2 Mencatat seluruh hasil pengontrolan
yang telah dilaksanakan

1 Buku saku

2 Pulpen
30 menit

Laporan pada

buku saku

3 Mencatat di buku mutasi apa saja
yang dapat menjadikan ancaman I
bahaya pada saat pengontrolan
berlangsung

1 Buku saku

2 Pulpen

L5 menit Laporan
Pengontrolan
gedung / patroli
rutin setiap 2

jam
4 Melaporkan secara berjenjang kepada

atasan apabila ditemukan hal-hal
yang mencurigakan saat
melaksanakan pengontrolan

1, Handg Talkie,

Handplnne.
2 menit

5 Melaporkan melalui aplikasi SIPADA

Aplikasi SIPADA 5 menit Laporan Digital
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LEMBAR PENGESAHAN

1 Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan di setiap bagran sebagaimana

struktur organisasi yang telah ditetapkan;

2 Untuk mingantisipasi keadaan kahar, perubahanlrevisi dtrpat dilakukan selama

pelaksanaan Standar Operasional Prosedur i:ri;

3 Perubahan ddak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan;

4 Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggungiawab kegiatan mengakibatkan Standar

Operasional Prosedur ini batal seluruhnva:

5 Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Ditetapkan : di Mbay
pada tanggal : 21 Mer 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILI}IAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO

Ttd

FITALIS LADO
NrP. 19720715 200701 1 021

Salinan sesu.ai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM

NAGEKEO
Bagan

Diba. Karo
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